BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 27 TAHUN 2022
TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN GAYO LUES -

TAHUN ANGGARAN 2022
BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
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BUPATI GAYO LUES,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 Qanun
Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan
Peraturan Bupati Gayo Lues tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
Gayo Lues Tahun Anggaran 2022;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang
Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten
Gavo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya
dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4179);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan
Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam
Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
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Republik Indonesta Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

- Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Petubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara scbagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5558);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5041);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 31};

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai
Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik
Indonesiatahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang

Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
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Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6323);

Peraturan Pemerintah Nomor [2 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 1114};

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang  Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesi Tahun 2019 Nomor 14);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020
tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun
2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran
untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan
Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah,
Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan
Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala
Daerah tentang Penjabaran Perubahan  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara
Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas
Bumi dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun
2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2
Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan
Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan
Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor
7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang
Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil
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Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita
Dacrah Aceh Tahun 2019 Nomor 23);

24. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2)
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo
Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun
Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 101);

25. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Gayo Lues
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo
Lues Tahun 2021 Nomor 126).

MEMUTUSKAN:
Menctapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KABUPATEN GAYO LUES TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2022 Semula
Scbesar Rp.815.258.197.291 bertambah sebesar Rp.10.927.556.931 sehingga
menjadi Rp.826.185.764.222 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pendapatan daerah
a. Semula Rp 815.258.197.291,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 10.927.566.931,00
Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 826.185.764.222,00

2. Belanja Daerah P ———
a. Semula P .208. 291,
b. Bertambah/(berkurang) Rp 21.976.657.088,00
Rp 835.234.854.379,00

Jumlah belanja daerah setelah perubahan
3. Pembiayaan daerah
a) Penerimaan pembiayaan
a. Semula Rp 0,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 11.049.090.157,00
Jumlah  penerimaan  pembiayaan setelah Rp 11.049.090.157,00
perubahan

b} Pengeluaran pembiayaan

a. Semula Rp 2.000.000.000,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
Jumlah  pengeluaran  pembiayaan setelah Rp 2.000.000.000,00
perubahan

Jumlah pembiayaan netto setelah Perubahan Rp 9.049.090.157,00
Sisa  lebih  pembiayaan anggaran setelah Rp 0,00
Perubahan

Pasal 2
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan
Runaiil ini
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Pasal 3
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam lampiran 1I,
lampiran Il dan lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 4
Lampiran sebagaimana dimaksud APBK dalam pasal 2 dan pasal 3 merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati dengan penempatannya dalam berita daerah.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 7 November 2022 M
12 Rabi’'ul Akhig-1444 H

Pj. BUPATI GAYO LUES,

% H/JRASYIDIN PORANG tetten
Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 7 November 2022 M

12 Rabylil Akhir 1444 H
Pit. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GAYO LUES,

, .51, M.M.





